
SALINAN

PRESIDE N
REPUBLIK INDONESI,A

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK TNDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2OO9

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan
Pusat Statistik sebagaimana telah diatur dalam Peraturarr
Pemerintah Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Badan Pusat Statistik, perlu mengatur kembali jenis
dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Badan Pusat Statistik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2
ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undarrg-Uttdang
Nomor 20 Tahun 1,997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentarrg
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik;

1, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3687];

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis
dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturau
Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perrrbahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis
dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor
3760);

MEMUTUSI(AN: . . .

Mengingat
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MEMUTUSKAN

Pasal 1

PERATURAN PEMPRINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN-- N'E'G;RA BUKAN -PA;AX 

YANG
BERLAKU PADA BADAN PUSETSTATISTIK.

(l) Jenis eenSLrlaan Negar" pl}.u, pajSk yang berlaku pada
Badan pusat Statistik"meliputi penerimaan dari:
a. penjualan publikasi ceiakan;
b. penjualan publikasi .t.tt.o.rit /softcopy;

9 penjualan data mentah;
d, penjualan. peta digitaiwilayah;

" fiH"J:fi:1il:"" maha-siswa baru Sekotah ringgi

f' jasa pendidikan pada sekolah Tinggi Ilmu Statistik
bagi pegawai tugas berajar non-Bada]i pusat Statistik;

g. jasa penyelengg^r"u, pendidikan dan pelatihan
teknis dan fungsional;

h' jasa :ewa sarana dan prasarana Badan pusat
Statistik; dan

i. jasa 
ryl.a1ang kegiatan statistik dan teknologi

;lfjfl,Hl. 
berdasarkrn to"t"r' 

-lA" 
sama dengan

(2) Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan pajak yang
berlaku pada Badan pusat Statistik sebagaimana
dimaksud prd? ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h
adalah sebagaim"rr^'aitetapt<an aarim i"*pi..., yang
merupakan bagian yang tidak t..pi".rrt".r-i".i peraturan
Pemerintahini. v o---'i

(3) Tarif atas ienis penerimaan Negara Bukan pajak yang
berlaku pla" e.Juo-'Er""t Statistik sebagaimana
dimaksud p^9. ayat (1) huruf i aaaiaf, sebesar nilai
nominal yang tercantum dalam f.o.rtr.f. f..4a sama.

pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1-"v", 6i *"*o.,nyai tarif datam
bentuk satuan rupiah. J - \-/

(1)

(2) Jenis .
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(2) Jenis penerimaan Negara B.lkan pajak sebagaimana
dimaksud dalam pasar i ayat 1s, mempunyai tarif daiam
bentuk satuan rupiah, dollar Amerika, yen, atau euro.

Pasal 3

(1) Tarif penjualan publikasi cetakan, publikasi
elektronik/ soficopy, a"i"-*Lntah, d; ;;;; aigir"t witayah
tidak termasuk uiaya p.rgiri*".,;; jil;;"rbankan.

(2) Biaya pengiriman dan ja-sa perbankan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) aii"u""r.-, ti;; wajib Bayar.

Pasal 4
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Pasal 5

Pasal 6

(1)

(2)

Tarif atas penveleksian calon mahasiswa baru sekolah
Tinggi llmu st"ti"t*lialk];;""uk biaya tes kesehatan,
konsumsi, transportasi, dan/atau akomodasi.

Biaya tes kesehatan, konsumsi, 
_ 
transportasi, dan/atau

akomodasi sebagaimana ai*"t 
".ra 

. 
paaa, ayat (1)

dibebankan kepada Wajib B.;;;.

(1) Tarif atas ja.sa pendidikan pada Sekorah Tinggi Ilmu
Statistik b?gi pegawai t"t"r belajar non-Badan pusat
Statistik tidak ie.masuk ui-yu buku, titeratur, seragam,
atribut, masa inregrasi p.rraiait.r,'f."ri_rir., asuransi,
konsumsi, transportasi, dan/atau akomodasi.

(2) Biaya buku,- literatur, seragam, atribut, masa integrasi
pendidikan kampus, asuraisi,' Lor,"L*si,^ transportasi,
dan/atau akomoda"i 

"gUagarmana aimailua pada ayat
(1) dibebankan kepada Wajii bayar.

(1) Jitil atas jasa penyelenggaraan pendidikan dan peratihan
teknis dan fungsionar ;ftuk il.masuk biaya konsumsi,
transportasi, dan/atau akomodasi.

Biaya konsumsr, _ transportasi, dan/atau akomodasi
sebagaimana dimaksud p-a. 

"v"t tt; aibebantan kepacia
Wajib Bayar.

(2)

Pasal 7
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(1)

(2) Pihak tertentu
terdiri atas:

pasal 7

Terhadap pihak tertentu, untuk penjuaran pubrikasi
cetakan, publikasi elektronif) ,oncopyi ;;" mentah,
dan/atau peta digitai ;*r;; dapat dikenakan tarif
sebesar RpO,OO (nol-rupianl.- -"

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. rnstansi pemerintah pusat dan daerah;
b. lembaga negara;
c, perwakilan negara asing; atau

9 iembaga internasional. -
(r, Ketentuan

pe nse naa" df :"ilib, o d " eii'?:H"r,r 
d 

T,.,."h.fi o,",ffi
tertentu sebagaimana dimaksud 

_pada ayat (2) diatur
lebih ranjut dengan pe.atura, Kepala Badan pusat

i:llil:r. 
setelah- *L"d"p"t persei":"", Menteri

Pasal 8

Pasal 9

Pada saat peraturan pemerinta!^i1i murai berraku, peraturan

Pemerintah Nomor 62 tarru' z0_05 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis penerimaan N.gur.._Bukan p.:"t yang Berraku
pada Badan pusat statisiik (L:T.burgr, Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2oos Nornor- 144, Tambahln Lembaran
Negara Republik r"aorr."i.'-No*o, 4srg), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Seluruh penerimaan._Negara Bu_!y pajak yang berlaku pada

i:j?ri:_*:at Statistik ;;i,b -ai."to, 
r.,,e"r,eosecepatnya ke

Pasal 10

5:J:::T;-" 
Pemerintah ini mulai berraku pada tanggar

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2OO9

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OOg NOMOR 1i7

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Biro Peraturan Perundang-undan gan
Perekonomian dan Industri,

.\r

tK

r,RIA

*

{

,
FrfO NUGROHO
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2OO9

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasa_l 5
Cukup jelas

Sehubungan de
u"'",-p""'il.;,'{f j.;'1T#.'j*:*i:ila'fir"il;f 

Tij j-:i*i"t5ms
tarir atas jenis y._;r";;; ;i.;r" B.,k#p;;# p-ada B;da; p,r"", Statistik,
dan cialam upayS mengopti*Itk.., p.r..i-lrr,- iv"g"r" ert"i-pajak guna
menunjang oembang..iu" 

"..i""+-;;;il;eninjau kembari peraturan
Pemerintah No*o. oz Tahun 

,2oos ,!.r,J
rrg'.1.r-,i. dan Tarif atas Jenis

5:ilffi:i.T:fi i:X ?:hl,:? * *:1ffi.1XT: 
"p 

u a u B a d an p, s a t S ta ti s tr k

Denga' ditetapkannya peraturan pemerintah_ 
iri: diharapkan dapat

meningkatkan Penerima; N;;ra Bukan p":-ui p"aa Badan pusat statistik

;#X5" ill*ll"ffl ai*'"ru-'1i", dalam il"Lr." peningkatar- perayanan

Pasal 6. . .
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Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Pengertian Kas 

-Negara adarah sebagaimana. dimaksud dalam undang_
Undang Nomor zo fahun lrigz t.";#;;;;;l*""n Negaraeri."r, pajak.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jeIas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA EPUBLIK DONESIA OMOR 46


